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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1993 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 

tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1391); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Nomor 5); 

9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2019 Nomor 36); 

10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan 

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 

Nomor 4); 

11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2022 

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN 
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PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 

2022. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 

Nomor 4) diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp68.102.289.100 

(Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Delapan 

Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah). 

(2a) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditambah sebesar 

Rp10.828.012.400 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan 

Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga menjadi 

Rp78.930.301.500 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga 

Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). 

(3) Penetapan ADD setiap desa di Kabupaten Barito Utara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), 

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening 

Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 
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(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu: 

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), yang disalurkan paling 

lambat bulan Juni; dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), yang disalurkan paling 

lambat bulan Desember. 

(3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan: 

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 yang sudah di 

evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan; 

b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 

sebelumnya; 

c. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran Sebelumnya; 

d. Laporan Pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun 

Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2022; 

e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya. 

(4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan: 

a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I; 

b. laporan realisasi semester I tahun berjalan; dan 

c. dokumentasi kegiatan tahap I (60%). 

(4a) Penyaluran ADD Tambahan dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan: 

a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa Tahap II; 

b. laporan realisasi semester II tahun berjalan; dan 

c. dokumentasi kegiatan tahap II (40%). 

(5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), ayat (4) dan ayat (4a) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim 

Verifikasi Kecamatan. 

(6) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala 

BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Kepala 

DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan 

Lambaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa. 

(7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala 

DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk 

menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. 

 








